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Vlll

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh
perkembangan kota terhadap kegiatan pensertipikatan hak milik atas tanah di Kota
Bekasi

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian
korelasional. Penelitian ini ingin melihat hubungan dua atau beberapa variabel
melalui pengujian hipotesa.

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Perkembangan kota berpengaruh sangat kecil terhadap kegiatan

pensertipikatan hak milik atas tanah yang didasarkan pada permohonan rutin
di Kota Bekasi.

b. Tidak terdapat perbedaaan pengaruh antara perkembangan kota yang cepat,
sedang dan lambat terhadap kegiatan pensertipikatan hak milik atas tanah yang
didasarkan padapermohonan rutindi KotaBekasi.

c. Bentuk dari perubahan penggunaan tanah agraris ke non agraris sangat
menentukan dalam mempengaruhi penerbitan sertipikat hak milik atas tanah
yang didasarkan permohonan rutin.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka banyak terjadi dampak

yang timbul. Salah satu dampak yang terjadi yaitu terbentuknya kota-kota baru.

Perkembangan kota dapat terjadi dengan disengaja maupun tidak

disengaja. Hal ini dimungkinkan karena berkembangnya suatu kota telah

direncanakan terlebih dahulu atau berkembangnya suatu kota karena akibat dari

pengaruh perkembangan kota yang bersebelahan.

Secara morfologi, kota merupakan suatu daerah tertentu dengan

karakteristik penggunaan tanah yang non agraris, yaitu sebagian terbesar tertutup

oleh bangunan, baik yang bersifat hunian maupun tidak bersifat hunian seperti

gedung-gedung kantor, rumah sakit, sekolah, pasar, taman , alun-alun, jalan dan

sebagainya.

Dengan segala fasilitas yang dimilikinya, kota berfungsi sebagai pusat

kegiatan manusia, sehingga kota selalu mengalami perkembangan dari waktu ke

waktu, karena manusia itu sendiri berkembang baik, secara kualitas maupun

kuantitas. Perkembangan kota dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu:

1. Faktor Penduduk

Faktor penduduk yang paling penting adalah segi kuantitasnya.



kelahiran dikurangi angka kematian ) dan migran Gumlah pendatang dikurangi

jumlah yang meninggalkan kota).

2. Aspek-aspek kependudukan

Aspek-aspek kependudukan seperti kondisi politik, sosial, ekonomi,

budaya dan teknologi juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Kuantitas dan kualitas kegiatannya selalu meningkat sejalan dengan

bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan nilai-nilai ( Hadi Sabari

Yunus, 1987: 13).

Fasilitas perkotaan yang ada di kota merupakan salah satu faktor penarik

bagi masyarakat sekitar kota untuk bertempat tinggai di kota. Beberapa fasilitas

perkotaan yang menarik pendatang baru di kota antara lain adalah :

a. Peningkatan kegiatan pelayanan

Berbagai jenis jasa tumbuh di daerah perkotaan seperti hiburan, catering, tata

usaha perkotaan dan sebagainya.

b. Kemajuan transportasi dan komunikasi

Kemajuan transportasi dan komunikasi, akan mendorong mobilitas penduduk,

khususnya dari desa kekota-kota di dekatnya.

c. Tempat hiburan danrekreasi

Di kota banyak hal yang menarik seperti bioskop, museum dan tempat

rekreasi.

d. Kemajuan pendidikan
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dan televisi makin menyadarkan masyarakat pedesaan akan pentingnya

pendidikan sebagai sarana untuk sukses dalam usaha.

e. Sektor Informal

Sektor ini merupakan daya tarik tersendiri bagi pendatang dari daerah

pedesaan, dikarenakan pola pikir para pendatang yang menganggap bahwa

mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan dengan tinggai di kota. Sektor

informal dapat berupa usaha asongan, juru parkir, tukang bangunan, tukang

becak, pengamen dan Iain-lain

Meningkatnya jumlah penduduk dan aspek-aspek kependudukan tersebut

tentu diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, karena setiap

manusia memerlukan tanah sebagai tempat tinggai dan tempat melakukan segala

kegiatannya.

Dalam kehidupan sehari-hari tiap orang umumnya mempunyai
hubungan dengan tanah karena mempunyai nilai sosial ekonomi. Tanah
diperlukan sebagi tempat berdirinya prasarana guna melaksanakan berbagai
kegiatansosial dan ekonomi tersebut (Johara T Jayadinata, 1992:15).

Setiap pembangunan akan memerlukan tanah. Oleh karena itu kebutuhan

akan tanah terus meningkat sementara jumlah luas tanah yang tersedia relatif

tetap, keadaan ini menjadikan nilai ekonomi tanah semakin tinggi, tanah semakin

menjadi barang yang berharga bagi masyarakat. Pada situasi seperti ini akan

timbul permasalahan tanah yang akan timbul seperti penguasaan suatu bidang

tanah oleh orang yang tidak berhak atau tidak memenuhi syarat, perebutan suatu

hidanp tanah milik seseorane oleh orane lain vang tidak berhak berhak atas tanah



Untuk menghindari hal-hal semacam itu pemilik tanah memerlukan adanya

suatu kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya, yaitu kepastian bahwa orang

yang bersangkutan sebagai pemilik atas suatu bidang tanah tertentu dengan suatu

jenis hak tertentu. Jaminan kepastian hukum tersebut bisa didapatkan jika pemilik

tanah mempunyai sertipikat hak atas tanah yang dimilikinya karena sertipikat

berlaku sebagai alat pembuktian yng kuat. Kuat dalam hal ini berarti selama tidak

ada alat bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang

ada dalam sertipikat harus dianggap benar.

Didalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), ditentukan macam-

macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai orang, (Pasal 16 ayat

(1)). Salah satu hak atas tanah itu adalah hak milik yaitu hak turun temurun,

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 ayat (1)).

Hak milik atas tanah harus didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

setempat untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah.

Mengenai jaminan kepastian hukum atas suatu bidang tanah ini diatur dalam

UUPA dan peraturan pelaksanaannya, yaitu dengan mewajibkan kepada pemilik

tanah untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya di Kantor Pertanahan setempat,

sehingga bisa didapatkan suatu surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat agar suatu hak atas tanah dapat terjamin kepastian

hukumnya.

Surat tanda bukti inilah yang disebut sertipikat. Sertipikat hak atas tanah



satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan

dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dari penjelasan tersebut diatas tampak terjadi kesenjangan antara harapan

dan kenyataan, yaitu perkembangan kota diharapkan dapat memberi suasana

aman, tentram dan damai melalui upaya pencegahan terjadinya sengketa atas

tanah dengan memberikan surat tanda bukti hak atas tanah (sertipikat) sebagai

jaminan kepastian hukuam atas tanah. Namun pada kenyataannya sering terjadi

sengketa hak atas tanah, akibat tidak terdapatnya tanda bukti hak atas tanah pada

areal atau lokasi perkembangan kota.

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya sertipikat maka

penyusun tertarik untuk mengambil judul:

"PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PENSERTIPIKATAN HAK

MILIK ATAS TANAH DI KOTA BEKASI PROVINSIJAWA BARAT"

B. Perumusan Masalah

Sejak tahun 1960, dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria,

Indonesia mengalami unifikasi hukum tanah. Hal ini angat penting bagi

pembenahan administrasi pertanahan Indonesia, dimana sebelumnya terjadi

dualisme hukum tanah. Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa

sertipikat hak atas tanah merupakan suatu surat tanda bukti hak bagi pemilik

tanah. Mengingat sebelum tahuin 1960 terjadi dualisme hukum tanah maka tanda-

tanda bukti sebelumtahun 1960di konversimenurut UUPA.



Mengingat pentingnya sertipikat hak atas tanah bagii masyarakat dalam

mlindungi tanahnya dari ganguan atau okupasi dari pihak lain, maka dirumuskan

masalah penelitian sebagai berikut:

"Bagaimanakah pengaruh perkembangan kota terhadap kegiatan

pensertipikatan hak milik atas tanah di Kota Bekasi?"

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terkonsentrasi maka obyek penelitian ini dibatasi

sebagai berikut:

1. Perkembangan kota dalam penelitian ini ditinjau dari perkembangan jumlah

luas penggunaan tanah non agraris (non pertanian) dan perkembangan

kepadatan kepala keluarga/rumah tangga.

2. Tanah agraris (pertanian ) terdiri dari kebun, tegalan, ladang (KTL), sawah,

tambak, rawa, tanah kosong dan tanah non agraris (non pertanian) terdiri dari

perumahan, fasilitas, jasa, perdagangan, jalan dan saluran .

3. Pensertipikatan hak milik atas tanah yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah jumlah sertipikat hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi setiap tahun berdasarkan

permohonan rutin.

4. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data tahun 1994-1999.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh perkembangan kota terhadap pensertipikatan hak

milik atas tanah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

2. ManfaatPenelitian

a. Dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam kajian ilmu pertanahan.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan

bagi instansi Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan kebijaksanaan

yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan

kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam mengambil kebijaksanaan

mengenai pengaturan penggunaan tanah di Kota Bekasi.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan dapat diterik kesimpulan sebagai berikut:

a. Perkembangan kota berpengaruh sangat kecil terhadap kegiatan

pensertipikatan hak milik atas tenah yang didasarkan pada permohonan rutin

di Kota Bekasi.

b. Tidak terdapat perbedaaan pengaruh antera perkembangan kota yang cepat,

sedang dan lambat terhadap kegiatan pensertipikatan hakmilik atas tanah yang

didasarkan pada permohonanrutin di Kota Bekasi.

c. Bentuk dari perubahan penggunaan tanah agraris ke non agraris sangat

menentukan dalam mempengaruhi penerbitan sertipikat hak milik atas tanah

yang didasarkan permohonan rutin.

B. Saran-saran

1. Kota Bekasi dapat dikategorikan sebagai daerah yang padatsehingga menjadi

rawan terhadap konflik pertanahan Untuk menghindari konflik pertanahan

serta menciptakan administrasi pertanahan yang baik perlu ditingkatkan

penyuluhan kepada masyarakat.

2. Kantor Pertanahan Kote Bekasi perlu meningkatkan pelayanan serta

menciptakan prosedur yang efisien dan efektif agar memudahkan masyarakat

dalam mengurus sertipikat hak atas tanah.

3. Untuk daerah yang tingkat kepadatan kepala keluarga/rumah tangganya tinggi,



menggunakan rumah susun. Hal ini untuk mencegah perubahan penggunaan

tanah agraris yang lebih besar.
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